
 

 

16 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Anak 

1. Pengertian anak 

       Di Indonesia sendiri terdapat banyak pengertian tentang anak, baik 

menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut pakar ahli. 

Akan tetapi dari sekian banyak pengertian tidak ada kesamaan mengenai 

pengertian anak itu sendiri. Karena dilatar belakangi dari maksud dan 

tujuan masing-masing Undang-Undang maupun para Ahli.        

       Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian 

anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun 

manusia yang belum dewasa.15  

       Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. 

Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan 

negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab 

itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. 

Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan 

disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu 

dicegah dan diatasi.16 

                                                 
 15 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko, 1984 

, Hlm. 25. 

 16 Abu Huraerah, Kekerasan terhadap Anak, Bandung, Nuansa. 2012, Hlm. 11. 
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       Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur 

muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh 

untuk keadaan sekitarnya”.17 Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan 

secara sungguhsungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling 

rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan 

dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, 

dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan 

pelanggaran terhadap hak-haknya.18 

2. Batasan Anak  

       Untuk menentukan tentang siapakah disebut anak atau orang belum 

dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase 

perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaanya. Berbagai 

pendapat ilmuwan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan 

tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat 

menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase 

perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau 

orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, 

penguraian tentang fase-fase perkembangan maupun batasan umur untuk 

disebut dewasa.19 

       Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana 

anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga 

                                                 
 17 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia,  Bandung , Sumur, 

2005 , Hlm. 113. 

 18 Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 1992,  Hlm. 28.  

 19 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio 

Kriminologis). Bandung, Armico, 1983, Hlm. 33 



18 

 

 

 

 

melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui 

batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara 

yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara 

juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat 

dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga 

terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan 

sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum 

yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. 

       Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat 

dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut 

beberapa ahli yakni sebagai berikut : 

Sugiri menyatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses 

pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru 

menjadi dewasa apabila proses perkembangannya itu selesai, jadi batas 

umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 

umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun 

untuk laki-laki.20  

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai 

hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun 

ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak 

bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.21 

                                                 
 20 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja. Bandung, Armico, 1983, 

Hlm. 41. 

 21 Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta : 

Rajawali, 1986,  Hlm. 105. 
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Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya 

dengan menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak 

perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum 

dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak 

yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, 

walaupun ia belum berenang kawin.22 

Menurut Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak 

dibagi dalam dua ketegori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan 

ketegori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 

hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 

hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian 

dewasa.23 

Manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran atau batasan usia. 

Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia di setiap negara. Setiap 

negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang 

dikategorikan sebagai anak. Di Amerika Serikat menentukan batas umur 

antara 8-18 tahun dikatakan anak, Australia di menentukan batas umur 8-

16 tahun dikatakan anak, Inggris menentukan antara 12-16 tahun disebut 

sebagai anak, Srilangka anak 8-16 tahun, Jepang dan Korea 14-20 tahun, 

Taiwan menentukan batasan anak 14-18 tahun, Kamboja batas usia anak 

                                                 
 22 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, 

PT.Refika Aditama, 2010, Hlm. 32. 

 23 Dalam L. Prasetya, Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak, Yogyakarta,  Kanisius, 2008, 

Hlm. 16. 
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15-18 tahun, dan negara-negara ASEAN untuk Malaysia 7-18 tahun, 

Singapura 7-16 tahun.24 

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak 

menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar 

ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai 

pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan 

masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut 

peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut :  

a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Anak adalah yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. 

c. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya. 

                                                 
 24https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKAVUzw5lkRcodCh7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZz

MEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1687827380/RO=10/RU=http%3a%2f%2feprin

ts.ums.ac.id%2f65783%2f3%2fBAB%2520I.pdf/RK=2/RS=vGnw51w6kPeBt9_mi1.HAUrRZMA

- (diakses tanggal 17 Juni 2023 ) 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKAVUzw5lkRcodCh7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1687827380/RO=10/RU=http%3a%2f%2feprints.ums.ac.id%2f65783%2f3%2fBAB%2520I.pdf/RK=2/RS=vGnw51w6kPeBt9_mi1.HAUrRZMA-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKAVUzw5lkRcodCh7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1687827380/RO=10/RU=http%3a%2f%2feprints.ums.ac.id%2f65783%2f3%2fBAB%2520I.pdf/RK=2/RS=vGnw51w6kPeBt9_mi1.HAUrRZMA-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKAVUzw5lkRcodCh7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1687827380/RO=10/RU=http%3a%2f%2feprints.ums.ac.id%2f65783%2f3%2fBAB%2520I.pdf/RK=2/RS=vGnw51w6kPeBt9_mi1.HAUrRZMA-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKAVUzw5lkRcodCh7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1687827380/RO=10/RU=http%3a%2f%2feprints.ums.ac.id%2f65783%2f3%2fBAB%2520I.pdf/RK=2/RS=vGnw51w6kPeBt9_mi1.HAUrRZMA-
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d. Konvensi Hak Anak (1989) yang telah diratifikasi pemerintah 

Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan 

bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.  

e. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak 

adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan 

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. 

f. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 adalah 

anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. 

g. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330, 

mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum 

mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi 

anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum 

meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 

21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya 

sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai 

orang yang telah dewasa bukan anak-anak. 

3. Hak-Hak Anak  

Hak-hak anak dalam perspektif hukum nasional diatur dalam berbagai 

peraturan Peundang-Undangan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 26 B ayat (2) 
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“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” 

 

2. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan.  

3) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 

4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.  

5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 

keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus. 

7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya. 

8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. 

9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 

10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, 

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:  

a) diskriminasi; 

b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  

c) penelantaran; 

d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

e) ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.  

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :  

a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;  

b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;  

c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;  

d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur 

kekerasan; dan  

e) pelibatan dalam peperangan.  

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.  

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :  

a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 

penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;  

b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang 

berlaku; dan 

c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan 

pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak 

dalam sidang tertutup untuk umum.  



23 

 

 

 

 

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 

dirahasiakan. 

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

 

3. Hak Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak  

       Konvensi hak anak disahkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa 

(PBB) pada tahun 1989 kemudian disetujui melalui Keputusan 

Presiden No.36 Tahun 1990 yang berisi tentang hak hak anak 

sebagai berikut:  

a) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai 

ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak 

tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa 

pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa 

membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, 

Bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat 

social, kaya miskin, kelahiran atas status lain, baik yang 

ada pada dirinya maupun pada orang lain.  

b) Anak berhak memperoleh perlindungan hukum dan sarana 

lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan 

diri secara efektif, kejiwaan, moral, spiritual, dan 

kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai 

dengan kebebasan dan harkatnya.  

c) Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik 

atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.  

d) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.  

e) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan 

untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik 

sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan 

dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak 

berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, 

dan pelayanan Kesehatan.  

f) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan 

sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh 

Pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.  

g) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan 

harmonis ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, 

sedapat mungkin ia harus dibebaskan dibawah asuhan dan 

tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun 

harus diusahakan agar tetap berada pada suasan yang 
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penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak 

dibawah usia 1 (satu) tahun tidak dibenarkan berpisah 

dengan ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang 

berwenang dan berkewajiban memberikan perawatan 

khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan 

kepada anak yang tidak mampuh. Diharapkan agar 

pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan 

pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga 

besar.  

h) Anak berhak mendapat Pendidikan wajib secara Cuma-

Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekilah dasar. Mereka 

harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan 

pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan atas 

dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan 

kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan 

tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka 

dapat anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak 

haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang 

bertanggungjawab terhadap Pendidikan dan bimbingan 

anak yang bersangkutan.  

i) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam 

menerima perlindungan dan pertolongan.  

j) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, 

kekerasan, penghisapan. Ia tdak boleh dijadikan subjek 

perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia 

tertentu, ia tidak boleh dilibatkan pekerjaan mempengaruhi 

perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya. 

 

Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk 

diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. 

Mereka harus dibebaskan didalam semangat penuh pengertian, toleransi, 

dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta 

dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabadikan 

sesama manusia. 

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention On The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak), maka 
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sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk 

melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam Konvensi Hak-Hak 

Anak. 

B. Kekerasan Seksual 

1. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual  

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, 

yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), 

yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti 

sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan 

adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain 

atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.25 

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan 

dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai 

makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat 

kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, 

mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang 

menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk 

Tuhan.26 

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah 

laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik 

                                                 
 25 Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, 

Malang, 2009, Hlm. 17. 

 26 Langgeng Saputro, Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja 

Kecamatan Samarinda Utara, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018, Hlm. 17. 
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hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan 

menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat 

mengakibatkan kematian pada seseorang.27 Yesmil Anwar mengartikan 

kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan 

kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, 

sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau 

trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan 

perampasan hak.28 

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris Sexual Hardness, 

dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak 

menyenangkan, dan tidak bebas.29 Sementara kata seksual mempunyai arti 

sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah Sexual 

Hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si 

penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak 

menyenangkan dan tidak bebas.  

Kekerasan seksual sendiri tidak dapat diartikan dalam arti sempit saja 

namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa 

penganiayaan psikologis, dan penghinaan sehingga ketika berbicara 

mengenai kekerasan seksual haruslah menyentuh pada perilaku yang keras 

dan menekan. Apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada 

                                                 
 27 Romli Atmasasmitha, Teori & Kapita Selekta Kriminologi, PT. Eresco, Bandung, 1992, 

Hlm. 55. 

 28 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan:Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, 

Hukum dan HAM, UNPAD Press, Bandung, 2004, Hlm. 54. 

 29 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 1997, Hlm. 517. 



27 

 

 

 

 

perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus 

kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan.30 

Kekerasan seksual berarti setiap tindakan penyerangan yang bersifat 

seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau 

non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal 

antara pelaku dengan korban.31 

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa 

ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai 

serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak 

dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam 

kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya 

persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum 

mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.32 

Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk 

kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual 

cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau 

dewasa sebagai obyek seksual.33 

Menurut Ron O‟grady kekerasan seksual mempunyai beberapa 

karakteristik mengemukakan tiga ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu :  

                                                 
 30 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, Hlm. 1. 

 31 Aroma Elmina Marth. Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, 

Hlm. 36.  

 32 Siti Amira Hanifah, Skripsi: Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada 

Media Online, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hlm. 38. 

 33 Rina Astuti, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada 

Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, Jurnal 

Kriminologi Indonesia, Vol. 7 , 2011 , Hlm. 194. 
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a. Kekerasan seksual bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang 

ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari 

pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan 

perabotan.  

b. Kekerasan seksual bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan 

berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu 

korban yang diinginkan.  

c. Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi 

korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang 

berhubungan dengan korban.34 

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan 

yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan 

bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat 

dibandingkan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam 

kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan dan anak 

sebagai korban.  

       Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu perbuatan 

seseorang atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, ancaman 

kekerasan, atau tipu muslihat dengan berbagai macam bentuk untuk 

memenuhi kebutuhan nafsu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. 

 

 

                                                 
 34Http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDgwMWJiYjI1

ZjY zYzA0MjM1YTQ2MTJjZDZlYTQ1MjRjMGYwOTJlNA==.pdf (diakses, 13 Februari 2023)  
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2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

 Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah 

keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang 

terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh 

hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain 

yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan 

lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas 

seksual. 

       Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76D disebutkan bahwa setiap 

orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 

15a Kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, 

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan 

perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap 

anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan 
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terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, 

kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan 

secara sosial.35 

Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in 

Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi 

antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa 

seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak 

dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan 

ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan 

bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak 

tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak 

sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam 

tindakan perkosaan ataupun pencabulan.36 

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang 

menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan 

seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-

tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, 

seperti menyentuh tubuh anak secara seksual baik si anak memakai 

pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks termasuk penetrasi ke 

mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau 

memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan 

                                                 
 35 Abu Huraerah, Op.cit Hlm. 88 

 36 Noviana, Ivo. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child 

Sexual Abuse: Impact and Hendling , Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan 

Sosial, 2015, Hlm. 15. 
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aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah 

anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, 

mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung 

adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta 

memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan 

aktivitas seksual.37 

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu 

tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual 

maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa 

terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di 

berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. 

Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan 

menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau 

pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, 

menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual 

(sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua 

dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:38 

a. Familial Abuse yaitu kekerasan seksual dimana antara korban 

dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam 

keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi 

pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh 

                                                 
 37 (www.parenting.co.id, diakses pada 21 Mei 2023) 

 38 Maslihah, Sri. Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka 

Panjang, 2006,  Hlm. 33 
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atau orang yang dipercaya merawat anak. Kategori incest dalam 

keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu 

kategori pertama, penganiayaan (sexual molestation), hal ini 

meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan 

voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku 

secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (sexual assault), 

berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, 

stimulasi oral pada penis (fellatio), dan stimulasi oral pada 

klitoris (cunnilingus). Kategori terakhir yang paling fatal disebut 

perkosaan secara paksa (forcible rape), meliputi kontak seksual. 

Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban.  

b. Extra Familial Abuse yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang 

lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar 

keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang 

anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, 

kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana 

pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan 

imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di 

rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal 

tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari 

orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang 

peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka 

menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah 
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cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus 

diwaspadai.39 

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh 

orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban 

utamanya adalah anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat 

terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik 

khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan 

anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah 

berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung 

memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target 

kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai 

predator. 

Menurut Adrianus E. Meliala, ada beberapa kategori pedophilia 

yaitu:40   

1) Infantophilia, merupakan ketertarikan seseorang terhadap 

anak berusia 5 tahun.  

2) Hebophilia, merupakan seseorang yang mempunyai daya 

tarik terhadap anak perempuan dengan usia 13 sampai dengan 

16 tahun.  

3) Ephebohiles, merupakan seseorang yang tertarik dengan anak 

                                                 
 39 Noviana Ivo, loc.cit, Hlm. 16. 

 40 Ibid, Hlm. 15. 
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laki-laki yang berusia 13 hingga 16 tahun.  

Berdasarkan perilaku, ada yang disebut exhibitionism yaitu bagi 

mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak; atau disebut 

voyeurism yaitu suka masturbasi depan anak, atau sekadar meremas 

kemaluan anak. Pedophilia bisa karena memang kelainan, artinya orang 

ini (pelaku) mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga 

mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup, 

seperti kebiasaan menonton pornografi, sehingga membentuk hasrat 

untuk melakukan hubungan seksual. Tidak semua kekerasan seksual pada 

anak dilakukan orang dewasa yang memiliki orientasi seksual pada anak, 

tetapi bisa juga terjadi dengan pelakunya orang dewasa normal. Kedua 

macam orang itu bisa digolongkan pedophilia selama melakukan 

hubungan seksual dengan anak. Tipe pertama adalah pedophilia eksklusif 

yaitu hanya memiliki ketertarikan pada anak. Tipe kedua adalah 

pedophilia fakultatif yaitu memiliki orientasi heteroseksual pada orang 

dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak 

sebagai substitusi. 41 

Kekerasan seksual yang dilakukan di bawah kekerasan dan diikuti 

ancaman, sehingga korban tak berdaya itu disebut molester. Kondisi itu 

menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk 

mengungkapnya. Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada 

anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan 

                                                 
 41 Ibid  
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manipulasi psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. 

Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum 

mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.42 

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang 

biologis dan sosial, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak 

psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum pubertas, organ-organ 

vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi 

untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika 

dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi 

kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan 

dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara 

sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang 

lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran ‘tutup 

mulut’. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan 

melakukan intimidasi. Ketika anak diancam, maka saat itu juga secara 

alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. 43 

Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang 

dilakukan oleh seorang pedophil akan semakin menimbulkan cedera dan 

kesakitan. Saat itu berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini 

tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu 

mengalami perasaan tercekam sampai ia mengatakannya. Sedangkan 

untuk mengatakan, anak selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari 

                                                 
 42 Ibid, Hlm. 17. 

 43 Ibid 
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pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan 

psikologis bagi anak. Pedophilia apalagi dengan sodomi adalah bentuk 

kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk 

kekerasan seksual yang melukai fisik maupun psikis. Oleh karena itu, 

pedophilia merupakan bentuk ketertarikan seksual yang tidak wajar.  

Ketika seseorang tertarik secara seksual terhadap orang yang di luar 

rentang usia atau tahap perkembangannya, maka hal tersebut dinilai tidak 

wajar secara sosial, misalnya remaja atau orang dewasa tertarik kepada 

anak-anak. Artinya, orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang 

tertarik secara seksual primer kepada anak-anak atau sebaliknya dinilai 

tidak normal. Ketika secara sosial dianggap menyimpang, maka 

pelakunya sendiri juga sadar bahwa hal tersebut menyimpang. 

Kemungkinan bentuk reaksinya ada dua: mengubah diri atau memuaskan 

dorongan seksualnya secara diam-diam. 

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual 

a. Pelecehan Seksual Fisik dan Non Fisik 

       Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan 

atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris 

disebut sexual harassment. Kata harass mengandung arti menggoda, 

mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau 

rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.44  

                                                 
 44 Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan , Hlm. 341. 
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       Sedangkan istilah sexual harassment diartikan sebagai unwelcome 

attention atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara 

hukum diartikan sebagai imposition of unwelcome sexual demands or 

creation of sexually offensive environments (pemaksaan kehendak 

seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual 

biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara 

seksual.45  

       Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan 

seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-

fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas 

Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam 

pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main 

mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, 

colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang 

bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, 

tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya 

kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.46  

       Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak 

diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban 

pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau 

terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan 

                                                 
 45 Christina Yulita dkk, A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!, Komite Nasional 

Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, Hlm. 31. 

 46 Thoeng Sabrina,  Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 

Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, Hlm. 6. 
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pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, 

pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk 

melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi 

seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana 

perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara 

langsung maupun tidak langsung (implicitly).47  

       Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah 

perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan 

Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang 

dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang 

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi 

dengan nafsu seksual. Sedangkan kejahatan kesusilaan adalah 

peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam 

bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan 

yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah 

seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Pengaturan di 

dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-

hak korban pelecehan seksual.48 

       Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

pelecehan seksual non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau 

                                                 
 47 N.K. Endah Triwijati, Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, Fakultas Psikologi 

Universitas Surabaya dan Savy Amira Women’s Crisis Center, Hlm. 1. 

 48 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni 

AHMPTHM, Jakarta, 1982,Hlm.  207. 
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aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan 

tujuan merendahkan atau mempermalukan.49Sedangkan pelecehan 

seksual fisik adalah oerbuatan seksual secara fisik yang ditujukan 

terhadap tubuh, keinginan seksual, da/atau organ reproduksi dengan 

maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan 

seksualitas dan/atau kesusilaannya.50 

b. Perkosaan  

       Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang di dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. 

Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, 

melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan 

sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut 

KBBI unsur utama yang melekatpada tindakan perkosaan adalah 

adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang 

dilakukan dengan melanggar hukum.51 

       Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Perkosaan adalah suatu usaha 

melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang 

perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang 

berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang 

disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan 

(ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan 

                                                 
 49 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 5 

 50 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 

 51 https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa, diakses tanggal 19 Juni 2023 pukul 13.08 WIT. 
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nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu 

peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib 

sosial).52 

       Sedangkan menurut R. Sugandhi perkosaan adalah dimana 

seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk 

melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang 

mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang 

kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. 

Menurut Sugandhi terdapat empat unsur suatu perbuatan merupakan 

tindakan perkosaan yaitu adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh 

laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya, kemudian pemaksaan 

tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan 

pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan serta 

mengeluarkan air mani.53 

       Pendapat yang berbeda disampaikan oleh PAF Lamintang dan 

Djisman Samosir, bahwa perkosaan tidak harus selalu dilakukan 

sampai mengeluarkan air mani. PAF Lamintang dan Djisman Samosir 

berpendapat, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk 

melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. 

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur yang harus 

                                                 
 52 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001, Hlm. 40. 

 53 Ibid, hlm.41 
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ada dalam perkosaan, karena merupakan bagian dari perbuatan untuk 

memperlancar terjadinya persetubuhan.54 

       Komnas Perempuan menyebutkan perkosaan adalah serangan 

dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis 

ke arah vagina, anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan 

memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut 

dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan 

psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil 

kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.55 

c. Pemaksaan kontrasepsi 

       Komnas Perempuan menjelaskan pemasangan alat kontrasepsi 

dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika 

dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang 

bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang 

lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan 

persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi 

biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk 

mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan 

kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, 

terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita 

dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan 

                                                 
 54 Ibid  

 55 Thoeng Sabrina,  Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 

Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, Hlm. 6. 
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perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus 

kehamilannya.56 

       Pemaksaan kontrasepsi  menurut Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual adalah perbuatan memaksa orang lain 

menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, 

membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat 

membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.57 

d. Pemaksaan sterilisasi 

       Pemaksaan sterilisasi menurut Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual adalah perbuatan memaksa orang lain 

menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, 

membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat 

membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. 58 

e. Pemaksaan perkawinan 

       Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan adalah perkawinan anak, 

pemaksaan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan 

perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.59 

f. Penyiksaan seksual 

                                                 
 56 Ibid, Hlm.10  

 57 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 8 

 58 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 9 

 59 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 10 
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      Pelaku Penyiksaan seksual menurut Pasal 11 Undang-Undang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pejabat atau orang yang 

bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan 

kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan : 

1) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan darri 

orang tersebut atau pihak ketiga; 

2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang 

telah dicurigai atau dilakukannya: dan/atau 

3) Memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan 

diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.60 

 

g. Eksploitasi Seksual 

       Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan 

korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau 

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, 

atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 

kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan 

baik materiil maupun immateriil.61Salah satu tindakan eksploitasi 

adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ 

tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan 

                                                 
 60 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 11 

 61 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 
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keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan 

pelacuran dan pencabulan.  

       Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi 

seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau 

penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan 

kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, 

keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik 

eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, 

memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut 

dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup 

prostitusi atau pornografi.62  

       Pengertian eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual pelaku eksploitasi seksual ialah setiap orang 

yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan 

menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan yang timbul 

dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, 

ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang, atau 

memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan 

keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh 

lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual 

dengannya atau orang lain. 63 

h. Perbudakan seksual 

                                                 
 62 Thoeng Sabrina , Op.cit Hlm. 7 

 63 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 12 
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      Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan 

bahwa pelaku perbudakan seksual ialah setiap orang yang secara 

melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau 

orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud 

mengeksploitasinya secara seksual.64 

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan 

bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik dibagi menjadi 3 jenis, 

yakni : 

1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau 

tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau 

tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau 

gambar atau tangkapan layar 

2) Membagikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen 

elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang 

ditujukna terhadap keinginan seksual 

3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan 

sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam 

informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. 

 

       Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-

Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak membagi bentuk-

bentuk kejahatan seksual jenis kejahatan seksual adalah sebagai berikut : 

1) Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan (Pasal 76 D) 

2) Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk 

anak atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76 E) 

3) Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 76 I) 

 

 

                                                 
 64 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 13 
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C. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak  

       Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan kesusilaan atau 

kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor yakni :65 

1. Faktor Intern yang terdiri dari : 

a) Merosotnya iman atau kepercayaan 

        Sejak dahulu kita telah mempunyai iman atau kepercayaan 

yang selanjutnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang 

digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan 

seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi 

segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan 

mana hal-hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk dipedomani 

manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Adapun yang dapat 

menetukan perbedaan nilai-nilai baik atau buruk ini akan dapat 

menciptakan adanya penghargaan atas sebagian besar dari Hak 

Asasi Manusia (HAM).  

       Kemerosotan akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi 

mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-

norma yang belaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan 

aturan-aturan yang berlaku. Dengan adanya kemerosotan akhlak 

atau iman walaupun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak 

mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil tidak disadari oleh 

ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu 

                                                 
 65 https://www.erisamdyprayatna.com/2021/08/faktor-penyebab-terjadinya-

kekerasan.html (diakses, 17 Juni 2023) 

https://www.erisamdyprayatna.com/2021/08/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan.html
https://www.erisamdyprayatna.com/2021/08/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan.html
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akan mudah goncang atau terombang ambing. Orang seperti ini 

akan mudah dirasuki iblis jahat yang akhirnya berbuat tindak 

kejahatan, termasuk kejahatan yang dimaksudkan dalam tulisan ini 

yaitu melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di 

bawah umur. Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di 

dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir 

seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak 

akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. 

       Bisa dipahami bahwa ketidak percayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan 

kebingungan dan sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan 

sifat asosial yang mudah menjerumuskan manusia kepada 

kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemerosotan 

akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat 

menimbulkan suatu kejahatan. 

b) Psikologis 

       Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan 

kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan 

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang 

ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas 

disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa. Ada beberapa 

gangguan psikologis yang dialami oleh pria yang sudah lanjut usia 

(tua), akan tetapi yang menjadi pokok uraian adalah gangguan 
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kejiwaan dimana pria dewasa tidak mau menerima dirinya sendiri 

sebagai orang yang sudah lanjut usia. Telah diketahui bahwa ciri 

utama dari pada orang yang sudah lanjut usia yang sangat 

menyolok adalah perubahan jasmani atau fisik. Kalau dulu kulitnya 

halus maka sesudah tua hal itu menjadi kasar dan mengkerut, 

kemudian kalau dulu rambutnya hitam maka sesudah tua akan 

berubah menjadi putih ataupun beruban. 

       Memang demikianlah hukum alam yang berlaku tidak dapat 

dielakkan oleh siapapun. Akan tetapi selalu ada-ada saja manusia 

ini yang tidak mau menerima begitu saja kenyataan ini. Banyak 

diantara pria dewasa berusaha untuk lari dari kenyataan itu dengan 

mencoba menutupi dirinya agar tidak nampak tua dengan cara 

tertentu seperti berpakaian yang sangat mencolok dengan busana 

yang bagus-bagus yang dari segi usia tidak pantas lagi.  

       Adanya sikap pria dewasa yang tidak mau menerima realita 

kehidupan itu dengan cara melindungi dirinya secara berlebihan 

akan berbahaya sekali dan akan mudah timbul perbuatan-perbuatan 

yang menyimpang, hal ini karena ia pada dasarnya menganggap 

dirinya masih muda, hebat dan perkasa. Ia beranggapan belum ada 

penurunan kemampuan termasuk kemampuan seksual. Akibat dari 

pada adanya anggapan-anggapan itu maka ia akan menyesuaikan 

diri terhadap orang yang masih muda atau yang lebih muda yang 

dianggapnya sebaya dengan dirinya sendiri.  Untuk melampiaskan 
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dan menunjukan kepercayaan seksualnya yang dianggap masih 

paten, biasanya mencari gadis-gadis remaja yang masih muda, belia 

atau anak-anak yang bila dilihat dari segi usianya pantasnya 

menjadi anaknya atau cucunya. Ia tidak melakukannya kepada 

istrinya sebab ia beranggapan bahwa istrinya sudah tua atau tidak 

mampu lagi melakukan hubungan seksual. 

c) Kelainan seksual pria 

       Kelainan seksual adalah merupakan penyimpangan seksual 

dari yang biasanya. Penyimpangan seksual ini disebut dengan sex 

abnormal atau abnormalitas sexual. Keadaan seksual ini tidak 

terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu 

yaitu dipengaruhi oleh keadaan hormonal di dalam tubuh dan 

sebagainya. 

2. Faktor Ekstern 

a) Pergeseran nilai-nilai moral dan adat istiadat 

       Seperti kita ketahui bahwa kita yang hidup di Negara Bagian 

Timur ini merupakan masyarakat heterogen dengan adat istiadat 

yang beraneka ragam, itu kemudian dipengaruhi oleh adat istiadat 

yang datangnya dari luar yang mengakibatkan adanya pembauran 

adat istiadat tersebut. Sebagai konsekuensinya maka terjadilah 

pergeseran nilai-nilai moral. Akibat dari pada adanya pergeseran 

nilai-nilai moral itu, maka setiap suku yang tadinya memegang adat 

istiadat akan menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya dan 
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bahkan sangat jauh berbeda. Kalau dulu seseorang menilai sesuatu 

itu adalah sangat jelek maka dengan adanya perubahan nilai 

kemudian ia menyebutkannya baik. Misalnya saja pada masyarakat 

batak, berpakaian hanya dengan mengenakan pakaian dalam saja 

hal ini merupakan suatu hal yang terlarang, akan tetapi setelah 

masuknya budaya-budaya dari luar nilai-nilai kebudayaan asli 

tersebut telah mulai berubah. Hal ini dapat terlihat dengan 

banyaknya pakaian - pakaian wanita yang berbentuk mini.   

       Perubahan apa yang disebutkan di atas akan menciptakan adat 

yang baru (budaya baru) atau paling tidak akan merangsang 

pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan baru yang dianggap oleh 

sebagian orang sudah lebih cocok atau pantas. Kalau demikian 

halnya maka terjadilah tingkah laku yang menyimpang dari pada 

yang sebelumnya.  

       Pada saat sekarang ini seperti sudah banyak yang terjadi, 

banyak diantara muda-mudi yang melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah dan juga orang yang sudah lanjut usia banyak 

melakukan hubungan seksual dengan wanita yang masih di bawah 

umur dan bahkan sering kita lihat pula banyak pasangan muda-

mudi telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan tali 

perkawinan yang sah dan tinggal serumah (kumpul kebo).  Orang 

yang sudah lanjut usia tersebut yang mau melakukan perbuatan 

seperti itu umumnya adalah mereka yang pada usia muda telah 



51 

 

 

 

 

terpengaruh atau sudah pernah berhubungan hal seperti itu atau 

dengan kata lain mereka ini sejak mudanya sudah merosot 

moralnya atau kesusilaannya jadi telah terbiasa melakukan 

perbuatan yang terlarang oleh norma-norma yang berlaku 

ditengahtengah masyarakat. 

b) Kesengsaraan 

       Mengenai kesengsaraan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita 

dengar, akan tetapi sebagai salah satu penyebab terjadinya 

kejahatan. Sejak dahulu banyak para ahli yang menyatakan bahwa 

kesengsaraan adalah salah satu faktor penyebab timbulnya 

kejahatan. Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama 

dari timbulnya kejahatan. Kesengsaraan yang dimaksudkan dalam 

hal ini adalah kesengsaraan untuk menyalurkan nafsu biologisnya. 

Jadi adapun penyebabnya seseorang pria yang telah berdewasa 

melakukan kekerasan seksual terhadap wanita di bawah umur ini 

karena kesengsaraan, dimana kesengsaraan itu timbul karena 

beberapa faktor penyebabnya, yaitu :  

1) Istri Sudah Meninggal 

       Seseorang yang sudah tua dan tidak mempunyai istri 

karena tidak kawin atau ditinggal oleh istri baik karena 

cerai atau karena meninggal dunia tentu akan mengalami 

kesengsaraan dalam banyak hal yang salah satunya adalah 

kesengsaraan tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya. Ia 
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tidak mempunyai teman hidup yang dapat memenuhi 

kebutuhan keinginan biologis itu. Jika kalau hal ini bertahan 

terus, apabila ia tidak kawin maka bisa terjadi akibat fatal, 

yakni mungkin berusaha mencari teman untuk 

melampiaskan nafsu biologisnya dan biasanya adalah 

wanita-wanita yang masih muda yang menjadi sasaran. Hal 

ini ditunjukkan kepada wanita yang masih muda karena ia 

menganggap mampu melakukannya tanpa mengandung 

resiko seperti wanita itu tidak akan hamil. 

2) Istri Tidak Mampu Lagi Memberikan Kepuasan 

       Laki-laki sebagaimana kita ketahui masih tetap mampu 

melakukan hubungan seksual yang dapat diartikan tidak ada 

batas umur yang membatasinya, hanya saja pada penurunan 

kemampuan untuk melakukan hubungan seksual itu. 

Sementara wanita apabila sudah berusia 45-50 tahun akan 

mengalami menopause, tidak mampu lagi untuk 

berproduksi. Karena menopause ini, banyak para pria tidak 

senang melihat istrinya karena ia menganggap bahwa 

istrinya itu sudah tidak mampu memberikan kebahagian 

seksual. Dia beranggapan bahwa setiap hubungan seksual 

yang dilakukan tidak ada gunanya dan tidak memberi 

kepuasan. Di samping itu penyebab lainnya adalah istri 
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kurang sehat, ada gangguan penyakit yang melarang untuk 

melakukan hubungan seksual. 

3) Istri Bepergian Untuk Sementara Waktu  

       Hal ini juga adalah salah satu penyebab terjadinya 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dia tidak 

mampu menahan nafsu biologisnya walau barang sejenak, 

walaupun istrinya hanya bepergian sementara waktu. 

Karena ketida mampuannya untuk menahan nafsunya ia 

akan berusaha untuk melampiaskannya dengan berbagai 

cara seperti mencari wanita-wanita yang masih muda dan di 

bawah umur.  

c) Adanya kesempatan 

       Sudah lama kita ketahui bahwa adanya kesempatan adalah satu 

penyebab timbulnya kejahatan seksual seperti banyak kejadian-

kejadian yang sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat. Pada 

saat sekarang ini sering kita dengar kasus-kasus tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap wanita. Dari kasus-kasus yang ada 

disebabkan adanya kesempatan bagi seseorang itu untuk 

melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku 

untuk melakukan perbuatan biasanya melihat situasi ada orang atau 

tidak, jika tidak ada orang atau keluarga si korban misalnya 

dirumah maka saat itulah ia secara diam-diam datang untuk 
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melakukannya atau saat mana si korban sedang sendirian berjalan-

jalan diluar dan sebagainya.  

d) Adanya daya rangsangan dari korban 

       Gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak 

memperdulikan cata berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka 

sering mempergunakan pakaian yang cukup merangsang minat 

kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk 

tubuh wanita tersebut. Akibat adanya rangsangan itu, sementara 

nafsu-nafsu birahi sudah tergoda maka keadaan itu akan terbayang 

dalam pikirannya, oleh sebab itu timbulah niat untuk melakukan 

perbuatan yang tercela itu yakni melakukan tindak pidana 

kekerasan seksual. 

D. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

       Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada 

anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering 

tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan 

seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi 

pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti 

bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain 

sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak 

cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan 

mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu 

untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa 
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peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa 

kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan 

nama keluarga. 66 

       Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya 

powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika 

mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan 

seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya.  

       Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami 

stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan 

diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian 

dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan 

dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, 

tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, 

kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak 

diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-

trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan 

kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk 

reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik 

kepada anak. 

       Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit 

kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular 

penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, 

                                                 
 66 Noviana Ivo, Op.cit, Hlm. 18  
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kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual 

yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat 

menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka 

panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.  

       Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika 

tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan 

seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, 

ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang 

akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa 

nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang 

parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan 

hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tesebut akan 

mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya. Dampak jangka 

panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi 

pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. 

       Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di 

masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka 

bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah 

atau tidak berdaya. Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan 

seksual merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-

traumatic stress disorder (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang 

intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa 
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traumatis. Menurut Beitchman, anak yang mengalami kekerasan seksual 

membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. 

       Finkelhor dan Browne mengkategorikan 4 jenis dampak trauma akibat 

kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu :67  

1) Pengkhianatan (Betrayal)  

       Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan 

seksual. Seorang anak tentunya mempunya kepercayaan yang sangat 

besar kepada kedua orangtuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan 

dipahami. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan 

berasal dari orangtuanya sendiri membuat seorang anak merasa 

dikhianati.  

2) Trauma secara seksual (Traumatic sexualization)  

       Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung 

menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi 

korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat 

bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena 

menganggap lakilaki tidak dapat dipercaya.  

3) Merasa tidak berdaya (Powerlessness)  

       Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di 

kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh 

korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya 

                                                 
 67 Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, Dampak Dan Penanganan 

Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Vol. 6, No.1, April 2019, Hlm. 13. 
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mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif 

dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat 

dorongan yang berlebihan dalam dirinya.  

4) Stigmatization  

       Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, 

memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk 

akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki 

kekuatan untuk mengontrol dirnya. Anak yang merupakan korban 

kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, 

terdapat beberapa korban yang marah oada tubuhnya akibat 

penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-

obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan 

berusaha untuk berusaha menghindaro memori tentang kejadian 

kekerasan yang pernah menimpa dirinya. 

       Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan menimbulkan dampak 

traumatis sepanjang hidupnya. Ketika mereka mengalami kekerasan seksual 

tersebut mereka masih belum mengerti kondisi yang terjadi, dan mereka tidak 

menyadari bahwa mereka adalah korban dari fenomena tersebut. Anak 

sebagai korban merupakan subjek pelampiasan hawa nafsu dari pelaku yang 

akan sangat berpengaruh pada aspek psikologis dan psikososial dalam 

dirinya. 

       Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan berdampak dari sisi 

biologis dan sosialnya. Dari sisi biologis, anak akan mengalami gangguan 
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pada organ-organ vital karena telah dipaksa melakukan aktivitas seksual. 

Kemudian dari sisi sosialnya, anak akan merasa mudah terintimidasi sehingga 

anak merasa kurang percaya diri. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan 

seksual cenderung akan lebih tertutup karena mereka takut akan ancaman-

ancaman yang diberikan pelaku. Mereka akan merahasiakan peristiwa 

tersebut dari orang disekitarnya. Selain itu, anak merasa malu untuk 

menceritakan hal tersebut dan menganggap yang sudah terjadi pada dirinya 

adalah sebuah kesalahan yang ia perbuat. Beberapa dampak yang paling 

sering dijumpai adalah:68 

1) Dampak Psikologis  

       Dampak Psikologis Dari hasil studi sebanyak 79% korban 

kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang 

mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat menganggu 

fungsi dan perkembangan otaknya. Hal ini disebabkan karena 

umumnya pelaku dan korban hidup di satu lingkungan yang sama 

sehingga mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia, dan 

mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama.  

2) Dampak Fisik  

       Ketika seorang anak mengalami fenomena kekerasan seksual, 

maka akan berpengaruh pada perubahan fisiknya. Anak akan 

mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami 

                                                 
 68 Fachria Octaviani , analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak , jurnal 

Ilmu Kesejahteraan Sosial , 2021, Hlm. 9 
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kerusakan di organ-organ internalnya juga menjadi faktor utama 

penularan Penyakit Menular Seksual 

3) Dampak Sosial  

       Selain berdampak pada fisik dan psikologisnya, anak korban 

kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya. 

Fenomena ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan 

masyarakat sehingga jika kekerasan seksual ini terjadi akan 

menimbulkan berbagai pandangan negative dari masyarakat. 

Pandanganpandangan ini membuat masyarakat dapat memberikan 

sebuah label kepada korban bahwa mereka sengaja menggunakan 

pakaian-pakaian yang terbuka dan mengundang nafsu seksual pelaku. 

Dengan begini, korban akan sulit untuk melakukan interaksi dengan 

lingkungan sosialnya karena korban cenderung akan dikucilkan. 

4) Dampak Cidera Tubuh 

       Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan 

luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ 

internal dapat terjadi. Dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan 

kematian. Hal ini dipengaruhi oleh umur korban dan tingkat kekuatan 

pelaku saat melakukan kejahatannya.  

       Masa kanak-kanak adalah dimana anak sedang dalam proses tumbuh 

kembangnya. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan 

kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak 

mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus 
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diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada 

suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut 

dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan 

mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai 

pendapatnya.  

       Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam 

suatu masyarakat. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik 

dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak 

mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan 

seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan 

dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat 

kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang 

terlibat. 

E. Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban 

Kekerasan Seksual Di Indonesia 

       Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. 

Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang 

menyatakan bahwa “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan 

yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk 

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri 

dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”  



62 

 

 

 

 

       Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anak- anak sebagai penerus 

generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala 

jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. 

Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah 

merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak 

yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.  

       Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 

71D, Pasal 76D dan Pasal 81. Didalam UU Perlindungan anak UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk 

perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur 

dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa: “Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.” 

Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan bahwa: “Perlindungan khusus 

kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.” Maksud dari 

bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak 

itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah 

Daerah dan Lembaga negara lainnya.  

       Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana 

disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi 

padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat 
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menggangu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. 

Pemerintah, Pemrintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga 

masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-

anak, terlebih kejahatan seksual. Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat 

dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa “Perlindungan Khusus bagi  Anak

 korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: 

a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai 

kesusilaan; 

b) Rehabilitasi sosial; 

c) Pendampingan psikososial pada saat  pengobatan sampai 

pemulihan; dan 

d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 Selain apa yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam 

Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf 

h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas 

restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sehubungan dengan 

perlindungan khusus yang diberikan oleh UU Perlindungan anak terhadap anak 

korban kejahatan seksual maka UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam 

Pasal 76D juga mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan 

kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
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persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penegasan pasal 76D ini 

memang sangat diperlukan karena anak adalah penerus generasi bangsa, harapan 

dan tumpuan untuk perkembangan bangsa dan negara selanjutnya di masa depan. 

Bagi setiap orang yang melanggar larangan ini menurut Pasal 81 ditentukan 

bahwa: 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda, paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau 

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).69     

 

       Bila menyimak bunyi Pasal 81 ini, maka isi pasal ini sudah 

ditambah, tidak seperti bunyi Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Tadinya Pasal 81 pada UU No. 23 Tahun 

2002 hanya terdiri dari 2 (dua) ayat, namun dengan begitu banyaknya 

kasus atau peristiwa dimana anak-anak menjadi korban tindak 

kekerasan apalagi kekerasan/pelecehan seksual apalagi kasus 

pelecehan seksual terhadap anak-anak Taman Kanak-Kanak di Jakarta 

International School, sehingga memaksa pemerintah untuk membuat 

perubahan terhadap UU N0. 23 Tahun 2002 dengan menerbitkan UU 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, dengan menambah 1 (satu) ayat sehingga 

                                                 
 69 Anonimous, UURI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Citra Umbara, 

Bandung, 2012, Hlm. 131-132. 
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menjadi 3 (tiga) ayat. Perobahan mendasar yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Ancaman pidananya lebih diperberat lagi, khususnya 

ancaman pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun bukan 

lagi 3 (tiga) tahun. 

2. Kemudian tentang pidana denda, dari rumusan semula yaitu 

denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah). Tidak lagi diatur batas minimal. 

       Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam Bab III mulai dari Pasal 5 sampai 

dengan Pasal 9 mengatur tentang ”Larangan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga” dan bagi orang-orang atau pelaku tindak kekerasan dalam rumah 

tangga akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 

sampai dengan Pasal 50. 

       Membicarakan perlindungan yang dapat/akan diberikan kepada/terhadap 

orang yang menderita tindakan kekerasan maka perlu juga untuk mengetahui 

terlebih dahulu bentuk- bentuk tindak kekerasan tersebut. Mengenai bentuk-

bentuk kekerasan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga, pengaturan 

pokoknya terdapat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang menentukan 

bahwa ’setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 
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a. kekerasan fisik;  

b. kekerasan psikis;  

c. kekerasan seksual;  

d. penelantaran rumah tangga.70 

 

       Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa 

perbuatan yang masuk  kategori kekerasan seksual yaitu: 

a. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); 

b. Perzinahan (Pasal 284); 

c. Pemerkosaan (Pasal 285); 

d. Pembunuhan (Pasal 338); 

e. Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1). 

       Dari jenis-jenis kekerasan seksual yang disebutkan di atas, yang paling 

mengerikan adalah jenis kekerasan perkosaan/pemerkosaan, karena perkosaan 

ini meninggalkan aib yang tidak dapat ditanggulangi oleh korban dan 

mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan korban. 

       Anak-anak korban perkosaan adalah kelompok yang paling sulit untuk 

pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut, masa depannya akan 

hancur dan bagi yang tidak kuat menanggung malu atau aib yang terajdi pasti 

akan melakukan tindakan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan 

kejadian yang biadab itu akan terus menghantui kehidupannya. Anak dapat 

menajdi stres, memiliki perasaan tidak percaya diri lagi, menutup diri dari 

pergaulan sebab hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya sudah 

                                                 
 70 Nanda Yunisa ,UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, 

Hlm. 4 
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dirampas oleh pelaku kejahatan perkosaan. Jiwanya menjadi labil dan sangat 

susah untuk melupakan kasus yang sudah menimpanya.71 

       Oleh sebab itu yang akan dibahas dalam bagian ini adalah jenis 

kekerasan seksual berupa: perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. 

Perumusan dalam Pasal 285 KUHP tersebut, menetapkan beberapa kriteria 

untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yakni: 

a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan hanya kekerasan yang 

dipakai sebagai sarana, bahkan ancaman untuk melakukan kekerasan 

sudah cukup. 

b. Memaksa perempuan dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan atau 

consent dari si perempuan. 

c. Yang bukan istrinya apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku 

sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada 

kekerasan/ancaman kekerasan. 

d. Untuk bersetubuh makna persetubuhan sendiri masih berkiblat ke Belanda, 

yaitu: ”perpaduan antara anggota kemaluan laki- laki dan perempuan yang 

dijalankan untuk mendapatkan anak ” 

       Dari apa yang disebut dalam Pasal 285 KUHP  beserta unsur-unsur yang 

harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah ada suatu perbuatan perkosaan, 

maka bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria di atas 

bukanlah perkosaan. Jelaslah bahwa sempitnya definisi perkosaan ini 

                                                 
 71 Angelin N. Lilua, jurnal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan 

seksual menurut hukum pidana indonesia, Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016 Hlm. 13 
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menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan maupun anak yang 

menjadi korban.  

       Persamaannya dengan KUHP hanyalah berkenaan dengan kata memaksa 

dengan kekerasan. Pasal 285 KUHP menentukan bahwa: “Barangsiapa 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 

bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan 

perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”72 

       Dari rumusan ini disebutkan bahwa sanksi hukuman berupa pemidanaan 

adalah paling lama dua belas tahun, hal ini adalah merupakan ancaman 

hukuman secra maksimal, dan bukan sanski hukuman yang sudah dibakukan 

harus diterapkan begitu. Selain apa yang sudah diatur dalam UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak, KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak 

yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual atau kejahatan seksual, 

maka anak yang dalam hal ini menjadi korban juga mendapatkan 

perlindungan yang diberikan oleh UU RI No. 31 Tahun 2014 yang mengubah 

UU. No. 13 Tahun 2006 Tentang ’Perlindungan Saksi dan Korban’. Sebagai 

korban, anak oleh UU ini diberikan atau mempunyai hak-hak sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9.  

       Dari apa yang dirumuskan dalam UU  tentang perlindungan yang dapat 

diberikan kepada seorang anak yang dalam posisinya sebagai korban, maka 

                                                 
 72 Indonesia, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 98. 
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apa yang disebutkan dalam Pasal 5 khususnya ayat (1), perlu untuk dicermati 

dengan lebih baik karena disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam 

kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban). Rumusan ayat (2) ini dapat menimbulkan pertanyaan 

apakah anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual bisa 

memperoleh perlindungan atau mempunyai hak sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 ini. Sebab jelas disebutkan kasus-

kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, apakah kasus perkosaan atau 

tindak kekerasan seksual yang dialami seorang anak masuk kategori kasus-

kasus tertentu.  

       Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-

kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana 

narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang 

mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat 

membahayakan jiwanya. Apa yang dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 

2014 ini khususnya Pasal 5 ayat (2) ini tidak secara tegas menyebutkan 

bahwa tindak kekerasan seksual yang masuk kategori tindak pidana 

perkosaan menjadi ruang lingkup dari Pasal 5 ayat (2) ini, karena hanya 

menyebutkan tindak pidana lain, tidak seperti halnya dengan tindak pidana 

korupsi dan tindak pidana narkotika/psikotropika dan tindak pidana 

terorisme yang disebutkan dengan jelas. Tidak disebutkan dengan jelas 
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kategori tindak pidana lain bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda 

dari aparat penegak hukum. 

F. Teori Differential Association  

       Teori Differential Association diperkenalkan oleh Sutherland pada tahun 

1939 dalam bukunya Principel of Criminology. Pengertian dari Asosiasi 

Diferensial ini menurut Sutherland adalah pola keteladanan yang 

diperkenalkan dalam Asosiasi akan berbeda antara individu ke individu yang 

lain, meskipun demikian bukan berarti bahwa hanya pergaulan saja yang 

menyebabkan perilaku melanggar hukum tetapi juga isi dari proses 

komunikasi antar individu tersebut.73 

       Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial, Tingkah laku melanggar hukum 

dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang 

dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik dalam melakukan Tindak 

Pidana dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) 

yang mendukung perbuatan melanggar hukum tersebut.74  

       Dalam Teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek pengaruh 

dari lingkungan sekitar terhadap perilaku seseorang. Teori ini bersifat 

sosiologis karena pengkajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial. 

       Menurut Sutherland fakta yang mendasar yang digunakan dalam Teori ini 

adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar 

yakni bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, 

                                                 
 73 Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi 

,Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1, Hlm.14  

 74 Ibid  
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dan merupakan suatu akibat yang logis dari prinsip belajar dengan asosiasi 

tersebut. Berdasarkan hal tersebut Sutherland mengungkapkan bahwa 

seseorang akan mengalami perubahan sesuai harapan dan juga pandangannya, 

yakni jika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi 

maka perbuatan jahat dapat timbul sebagai konsekuensi dari interaksi sosial. 

       Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi 

kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan 

menanggung akibatnya dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung 

oleh karena itu untuk mencari-cari sebab kejahatan adalah dimasyarakat. 

Untuk melihat apa sebabnya seorang menjadi jahat, haruslah dilihat pertama-

tama keadaan masa lampaunya, bagaimana pengaruh masa lampau terhadap 

orang itu, lalu bagaimana perkembangan kehidupan seseorang yang pada 

masa lampauya telah melakukan kejahatan kenakalan anak-anak, belum tentu 

setelah dewasanya ia menjadi penjahat, mungkin juga ia menjadi seorang 

yang baik. kejahatan juga tidak saja dilakukan oleh orang-orang miskin, 

kurangnya pendidikan, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang 

mempunyai kedudukan sosial, ekonomi dan politik yang tinggi. 

       Teori ini menyebutkan suatu tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam 

hubungan dengan interaksi orang lain dalam suatu proses komunikasi di suatu 

asosiasi, dalam artian para pelaku saling mempelajari bagaimana melakukan 

kejahatan tersebut baik dari segi motif, dorongan, teknik melakukan kejahatan 

serta sikap dalam melakukan suatu kejahatan dengan bersamaan. Artinya, 

tidak banyak dari pelaku kejahatan pelecehan seksual melakukan tindakannya 
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karena dia sering melihat hal-hal yang berbau seksual seperti ungkapan dan 

perbuatan yang berbau seksual di sekitarnya. Dengan seringnya pelaku 

melihat hal-hal tindakan yang berbau seksual tersebut, ia dapat mempelajari 

perilaku tersebut dan memunculkan dorongan utuk melakukan kejahatan 

pelecehan seksual. 

       Penggunaan teori ini menjadi acuan dimana kekerasan seksual terjadi 

pada anak karena adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. 

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan bersumber dari masyarakat artinya 

kejahatan itu terjadi karena dipelajari dalam berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan orang lain (masyarakat). 

G. Teori Perlindungan Hukum  

       Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti 

mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa 

kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga 

mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap 

orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat 

diartikan Perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan 

pranata dan sarana hukum.  

       Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu 

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 
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kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari 

beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :75 

a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya 

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya 

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.  

b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang 

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.  

c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan 

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup 

antara sesama manusia.  

d. Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum pada dasarnya 

merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum 

dalam bentuk perangkat hukum. 

e. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah 

per;indungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap 

                                                 
 75 https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-

lt63366cd94dcbc?page=2 (diakses, 13 Mei 2023)  

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2
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hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 

       Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum 

bagi rakyat yaitu perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan 

preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya 

sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk 

mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan 

yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan 

hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek 

hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli 

hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir 

bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.  

       Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum 

pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila 

haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya 

karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan 

perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu 

dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi 

semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. 

       Teori perlindungan hukum digunakan karena adanya korban dari 

kejahatan kekerasan seksual yang terjadi. Korban kekerasan seksual harus 

mendapatkan perlindungan hukum oleh hukum yang berlaku di Indonesia. 



75 

 

 

 

 

Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban 

memberikan perlindungan kepada korban.Dalam pasal 6 menjelaskan bahwa. 

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana 

terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana 

penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban 

penganiayaan berat. 

H. Teori Penanggulangan Kejahatan 

       Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat 

dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan 

melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.76 Akan tetapi, untuk 

masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada 

pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi 

kejahatan yang telah mereka lakukan.  

       Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) . 

Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari 

kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian 

dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan 

legislatif (legislative policy).77  

                                                 
 76 Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, 

Jakarta:Bima Aksara,1987,  Hlm 23. 

 77 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm 2. 
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       Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya 

penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan 

kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah 

mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang 

dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.78 

       Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat 

dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi 

kesadaran dan ketertiban yang nyata. 79Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip 

oleh Barda Nawawi Arief upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh 

dengan:80 

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);  

2. Pencegahan tanpa pidana(prevention without punishment); 

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media). 

       Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 

dua, yakni: 

1. Jalur Penal 

       Menurut Barda Nawawi Arief81 bahwa upaya penanggulangan 

lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan 

melalui jalur hukum pidana.Upaya ini merupakan upaya 

penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni 

                                                 
 78 Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, Penerbit Remaja Karya, 

Bandung,1984, Hlm. 19-20. 

 79 Moh Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bhakti, 

Bandung,1994,  Hlm. 102-103 

 80 Barda Nawawi Arief, 2011, Op.Cit. Hlm. 45. 

 81 Ibid , Hlm.46. 
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tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan 

hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah 

dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang 

dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada 

tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.  

       Pada hakikatnya,kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal 

policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum 

pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana 

merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal: 

a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan 

dengan hukum pidana. 

b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai 

dengan kondisi masyarakat. 

c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat 

dengan hukum pidana. 

d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur 

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.82 

Kebijakan“penal yang bersifat represif, namun sebenarnya 

juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya 

ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada 

efek pencegahan/penangkalnya (deterrent effect).”Di“samping 

                                                 
 82 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, 

Bandung, Alumni, 2008, Hlm. 390. 
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itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan 

kejahatan, karena hukum pidana         

       Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga 

mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan 

penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek 

pencegahan/penangkalnya (deterrent effect).Disamping itu, kebijakan 

penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena 

hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk 

menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau 

pencelaan/kebencian sosial (social disapproval/social abhorrence) 

yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial 

(social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa penal policy 

merupakan bagian integral dari social defence policy.83  

       Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang 

mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih 

diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai 

berikut:  

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada 

persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh 

menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil 

yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari 

                                                 
 83 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, Hlm. 182. 
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hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-

masing. 

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak 

mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping 

itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran 

norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat 

dibiarkan begitu saja. 

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata 

ditujukan padasi penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi 

orang yang tidak jahatyaitu warga masyarakat yang menaati 

norma-norma masyarakat.84  

       Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief 

dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat 

diperlukan pada saat ini, mengingat bahwahukum pidana selain 

memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah 

agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan 

berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. 

2. Jalur Non penal 

 

                                                 
 84 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, 

Alumni, 2010, Hlm. 153. 
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       Menurut Barda Nawawi Arief85 bahwa upaya penanggulangan 

lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang 

dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan 

upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat 

preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan.  

       Kebijakan non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas 

sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya 

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak 

langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan 

demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal 

sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang 

posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk 

mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.86 

       Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal 

lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka 

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab 

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat 

pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau 

menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut 

                                                 
 85 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang, Fajar 

Interpratama,  2011, Hlm. 46. 

 86 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, 

Alumni, 2010, Hlm.. 159. 
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politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non 

penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya 

politik kriminal. 

       Teori ini membantu dalam melakukan penanggulangan 

kekerasaan terhadap anak. Dalam melakukan peanggulangan 

kekerasan seksual terhadap anak, di bagi menjadi 2 yaitu secara 

tindakan dan pencegahan. Tindakan yang dimaksud adalah bentuk 

penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap 

anak. Pencegahan dilakukan agar kedepannya kekerasan seksual 

terhadap anak tidak terjadi lagi. 
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I. Kerangka Pikir  

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA 

PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL 

PADA ANAK DI KABUPATEN JAYAPURA 

 Faktor penyebab terjadinya 

kekerasan seksual pada anak 

1. Bentuk kekerasan seksual pada 

anak di Kabupaten Jayapura 

2. Faktor penyebab terjadinya 

kekerasan seksual pada anak di 

Kabupaten Jayapura 

 Upaya Penanggulangan kekerasan 

seksual pada anak yang dilakukan 

oleh polres Jayapura dan dinas 

pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak 

1. Upaya Preventif 

2. Upaya Represif 

 

Terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Jayapura   

Teori Differential Association 

Teori Perlindungan Hukum 

Teori Penanggulangan Kejahatan 




